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ABSTRAK 

Munculnya perjudian secara online di tengah masyarakat membuat permainan ini 

semakin marak dimainkan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mudahnya akses 

melakukan perjudian yang saat ini sudah tidak lagi terhalang oleh ruang dan waktu, 

serta banyaknya informasi mengenai perjudian akibat adanya aktivitas pengiklanan 

atau promosi yang dilakukan di berbagai media sosial. Aktivitas promosi situs judi 

online merupakan salah satu bentuk patologi sosial (penyakit sosial). Promosi situs 

judi online akan menggiring masyarakat untuk mencoba dan melakukan perjudian 

yang mana hal tersebut menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-

norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, juga terdapat kasus aktivitas promosi situs judi 

online, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 

628/Pid.B/2023/PN Smn). Berdasarkan hal tersebut, penyusun akan menganalisis 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertanggungjawaban 

pidana terhadap promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim 

Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research) yang bersifat deskriptive analitic. Penelitian ini menggunakan 

teknik pendekatan yuridis-normatif. Pada penelitian ini penyusun menganalisis 

promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN 

Smn menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori pertanggungjawaban pidana. 

Hasil dalam penelitian ini adalah Amar Putusan Hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn terdapat perbedaan 

dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi telah berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan serta 

kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil. Hal ini juga agar pelaku pidana 

jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, sehingga penegakan hukum dalam 

kehidupan masyarakat bisa terwujud. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 

perjudian online pada Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn secara hukum 

memenuhi syarat sebagai berikut: ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun 

badan hukum), ada perbuatan (baik aktif maupun pasif), ada kesalahan (baik 

sengaja maupun culpa), mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan 

tidak ada alasan pembenar), bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas). 

 

Kata Kunci: Promosi, Perjudian, Media Sosial. 
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ABSTRACT 

The emergence of online gambling in society has made this game increasingly 

popular. This is due to the easy access to gambling which is now no longer hindered 

by space and time, as well as the large amount of information about gambling due 

to advertising or promotional activities carried out on various social media. Online 

gambling site promotion activities are a form of social pathology (social disease). 

Promotion of online gambling sites will lead people to try and gamble which is a 

real or potential threat to social norms so that it can threaten the continuation of 

social order. In the Special Region of Yogyakarta, there are also cases of online 

gambling site promotion activities, as per the Decision of the Supreme Court of the 

Republic of Indonesia (Number 628/Pid.B/2023/PN Smn). Based on this, the author 

will analyze the basis for the judge's considerations in making decisions and 

criminal liability for online gambling promotion through social media in Judge's 

Decision Number 628/Pid.B/2023/PN Smn.  

The type of research used in this study is library research which is descriptive 

analytical. This study uses a juridical-normative approach technique. In this study, 

the author analyzes the promotion of online gambling through social media in 

Decision Number 628/Pid.B/2023/PN Smn using the theory of judge's 

considerations and the theory of criminal responsibility.  

This study found that Judge's Decision Number 628/Pid.B/2023/PN Smn and the 

demands of the Public Prosecutor differ in their approach to imposing criminal 

penalties on the defendant. In order to ensure that the sanctions are fair and 

appropriate, the judge took into account the benefits as well as the principles of 

legal certainty and justice. Additionally, this is done so that criminals are 

discouraged from committing future offenses and law enforcement can become fully 

integrated into community life. Decision Number 628/Pid.B/2023/PN Smn complies 

legally with the following requirements regarding the liability of online gambling 

crime perpetrators: there is a perpetrator of the crime (either a person or a legal 

entity), there is an act (either active or passive), there is an error (either intentional 

or culpa), and the crime is unlawful (in accordance with the principle of legality).  

 

Keywords: Promotion, Gambling, Social Media. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Teknologi informasi berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban 

manusia di muka bumi. Keberadaan teknologi informasi terus berkembang untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Saat ini teknologi informasi dengan penggunaan 

komputer dengan kemampuan berkomunikasi menyebabkan dunia semakin tidak 

terbatas. Teknologi informasi mampu melewati batas-batas, hambatan-hambatan 

apapun yang bersifat fisik seperti selama ini dikenal seperti batas-batas negara, 

pulau, benua dan samudera bahkan ruang-ruang pribadi pun dapat ditembus dengan 

begitu mudahnya oleh kecanggihan teknologi informasi.1 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia seperti 

internet telah berkembang pesat. Perkembangan tersebut menjadi kebutuhan dalam 

keseharian kehidupan manusia dan manusia dapat memperoleh berbagai hal dengan 

mudah serta dunia yang tidak terbatas (dunia maya). Perkembangan tersebut 

tentunya memberikan dampak positif bahkan negatif bagi para penggunanya.  

Kemunculan dunia maya bagi manusia sebagai rumah baru untuk 

melakukan aktivitas yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 

artifisial, juga berarti memberikan ruang baru bagi manusia untuk berinovasi dalam 

melakukan kajahatan baru, yakni kejahatan siber atau sering juga disebut sebagai 

 
1 Bagaskoro, Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi Data (Yogyakarta: 

Deepublish, 2019), hlm. 1. 
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cyber crime. Teknologi informasi tersebut pada akhirnya disalahgunakan menjadi 

media yang digunakan untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau 

kejahatan. Salah satu kejahatan dalam dunia maya yang sedang marak terjadi 

belakangan ini adalah perjudian online.2 

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu 

pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan 

menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya 

kepada pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum 

pertandingan dimulai.3 Sedangkan perjudian online adalah permainan judi melalui 

media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. 

Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan 

bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana 

pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan 

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk 

segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang 

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga 

segala peraturan lainnya.4 

 
2 Hernita Aruan, “Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi 

Menurut UU ITE”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.5, No.3, (Juli 2021), hlm. 495. 

3 M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu (Bandung: Remadja 

Karya, 1986), hlm.179. 

4 Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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Konsep permainan taruhan melalui internet pertama kali dicetuskan oleh 

Donald Davies, seorang ilmuwan asal Inggris dan salah satu penemu teknologi 

packet switching yang menyediakan dasar untuk transmisi data melalui internet 

sejak Desember 1965. Akan tetapi bentuk nyata dari perjudian online baru muncul 

pada pertengahan 1990-an berupa permainan kasino sederhana dan taruhan 

olahraga.5 

Munculnya perjudian secara online di tengah masyarakat membuat 

permainan ini semakin marak dimainkan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh 

mudahnya akses melakukan perjudian yang saat ini sudah tidak lagi terhalang oleh 

ruang dan waktu, serta banyaknya informasi mengenai perjudian akibat adanya 

aktivitas pengiklanan atau promosi yang dilakukan di berbagai media sosial. 

Promosi merupakan aktivitas penyebarluasan informasi suatu produk dengan tujuan 

untuk menarik minat konsumen. Adanya promosi dapat meningkatkan pendapatan 

dari penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha.6 Hal demikian juga dimanfaatkan 

oleh para pelaku usaha judi online untuk mempromosikan situs judi online kepada 

masyarakat baik secara langsung maupun melalui bantuan influencer (pemengaruh) 

di media sosial. 

Kegiatan promosi situs judi online oleh influencer di media sosial dapat 

dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 

 
5 Varun Srikanth dan Arun Binoy Mattamana, “Regulating Online Gambling: The Indian 

Perspektive”, Computer Law and Security Review, No. 27, (2011), hlm. 180. 

6 Dinda Sekar Puspitasari dan Reni Nuraeni, “Pemanfatan Media Sosial Sebagai Media 

Promosi (Studi Deskriptitf pada Happy Go Lucky House),” Jurnal Common, Vol. 3, No. 1, (Juni 

2019), hlm. 75. 
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(selanjutnya disebut sebagai UU ITE), yang mengatur mengenai larangan bagi 

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dipidana 

dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).7 

Aktivitas promosi situs judi online merupakan salah satu bentuk patologi 

sosial (penyakit sosial). Promosi situs judi online akan menggiring masyarakat 

untuk mencoba dan melakukan perjudian yang mana hal tersebut menjadi ancaman 

yang nyata atau potensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam 

berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian promosi situs judi online ini 

dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual 

dan menghilangkan dimensi kemanusiaan serta menumpulkan visi inovatif dalam 

pengembangan teknologi.8 

Aktivitas promosi situs judi online juga terdapat di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 

628/Pid.B/2023/PN Smn) di Sleman. Seorang yang bernama EAS berusia 30 tahun, 

 
7 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2). 

8 Ari Dermawan, “Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online”, 

Jurnal Pendidikan Tambusan, Vol. 6 No. 1, (2022), hlm. 4645. 
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terdakwa mengenal judi online sekira tahun 2019. Terdakwa secara otodidak 

berfikir bagaimana kalo link judi tersebut terdakwa sebarkan dan terdakwa 

mendapat keuntungan dari orang yang ikut linknya terdakwa, kemudian sekira 

tahun 2022 terdakwa bergabung dengan kelompok judi online dan menjadi referrall 

yaitu strategi marketing dari mulut kemulut yang mengajak untuk 

merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain, melalui program ini 

pelanggan akan mendapat komisi (reward) dari adminnya. 

Terdakwa dalam menawarkan perjudian jenis slot online dan totor gelap 

atau togel HK tersebut terdakwa sebagai referral menawarkan link di media sosial 

yaitu, Ngamenjitu: selaluhoki27, Pasang 123: pasang 321, Semarjitu: semarjitu01, 

Kudajitu: jitukuda, Perkasajitu: selaluhoki127, Ngamentogel: selaluhoki127, 

Bagong4d: selaluhoki27, Rajangamen: rajangamen, Mahajitu: mahajitu, Prabujitu: 

Prabujitu, Kembarjitu: kembarjitu, Pasangslot: pasangslot, namun yang sering 

terdakwa promosikan yaitu Bagong4d, Ngamentogel, Prabujitu. 

Terdakwa menawarkan atau mempromosikan link judi togel atau judi slot 

melalui Facebook miliknya yaitu pertama terdakwa, membuat akun Facebook 

dengan nama samaran yaitu Sindy Erelka dengan profil gambar perempuan, Erni 

Susanti dengan foto profil seorang perempuan, Erni S dengan foto perempuan, 

Fitriana, Erni Susanty dengan foto profil perempuan, kemudian membagikan link 

di kolom komentar Facebook, kemudian masuk dalam group facebook Prabu Jitu 

dan apabila ada yang tertarik, seorang pemain akan mendaftar ke link yang 

terdakwa berikan misalnya link Ngamen Togel, tujuan agar seorang pemain yang 

mendaftar, dapat masuk ke dalam akses judi online. 



6 

 

  

Seorang pemain tersebut akan bermain dengan link yang terdakwa bagikan, 

setelah itu bila seorang pemain sudah ikut link terdakwa. Transaksi perjudian 

dilakukan secara online dan terdakwa akan mendapat fee atau komisi, misalnya 

seorang pemain ikut link terdakwa tersebut deposit sebesar Rp.100.000,-, maka 

secara otomatis terdakwa akan mendapat fee/komisi Rp.500,-. Kemudian komisi 

tersebut akan masuk ke akun terdakwa dan cara terdakwa melakukan penarikannya 

(withdraw) apabila komisi terdakwa sudah banyak. Apabila terdakwa melakukan 

penarikan (withdraw) maka terdakwa memilih menu withdraw, kemudian terdakwa 

mengisi nominal uang yang akan ditarik, setelah itu terdakwa mengklik kirim, 

setelah itu saldo milik terdakwa otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis 

masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 1370015465343 milik terdakwa, 

kemudian uang bisa ditarik tunai melalui ATM. 

Seorang pemain yang hendak bermain judi slot harus melakukan deposit 

terlebih lebih dahulu ke rekening terdakwa. Kemudian terdakwa melalui 

rekeningnya deposit ke rekening dalam akun Prabu Jitu yang disediakan oleh admin 

dan masuk dalam pilihan akun. Jika ingin bermain judi slot, maka masuk ke 

permainan slot, dalam permainan slot tersebut pertama memasang taruhan 

kemudian tekan tombol spin lalu otomatis tampil gambar yang ada pada permainan 

dan akan di acak. Kemudian apabila gambar yang sama dengan jumlah delapan atau 

lebih maka gambar tersebut akan pecah dan pemain mendapat kemenangan sesuai 

gambar yang pecah. Namun apabila pemain menekan tombol spin tidak ada gambar 

yang cocok atau sama seperti sebelumnya, berarti pemain tersebut kalah dan saldo 

berkurang. 
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Komisi yang didapatkan terdakwa bervariasi antara Rp.30.000,- (tiga puluh 

ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan 

jumlah tersebut tidak menentu. Permainan judi online jenis slot dan Toto gelap 

tersebut bersifat untung untungan, karena kemenangan ditentukan oleh bandar yang 

tidak diketahui oleh pemain, dan permainan judi online tidak memerlukan keahlian 

khusus. Judi togel online jenis slot dan Toto gelap yang ditawarkan dan dilakukan 

terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. 

Terdakwa dijerat Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhkan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

Serta terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- 

(dua ribu rupiah).9 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin meneliti terkait menganalisa 

putusan tersebut. Dengan demikian, penulis mencoba untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial 

(Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn)”. 

 
9 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah pokok 

permasalahan yang kemudian dapat dijadikan sebuah rumusan masalah dalam 

penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim 

Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana promosi judi online melalui media 

sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini 

sebagai berikut: 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap promosi judi online melalui media sosial 

dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana promosi 

judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 

628/Pid.B/2023/PN Smn. 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup 
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signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

khususnya dalam dunia kajian hukum. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan 

hukum, informasi teknologi dan elektronik. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya 

kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi 

atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk 

mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek 

pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah dilakukan penalaahan terhadap 

beberapa penelitian yang relevan, peneliti menemukan beberapa yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian terkait judi online. 

Pertama, skripsi Sari Desriwaty yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial 

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”. Penelitian ini merupakan penelitian 

yuridis normatif yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan 

dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah promosi judi online 

merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2016 sehingga youtuber yang melakukan tindak pidana ini wajib 

bertanggung jawab dan dipidana sesuai aturan tersebut. Pemberian donasi 
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merupakan perbuatan promosi judi online yang dilakukan oleh akun-akun judi 

online, tetapi youtuber yang menyediakan kesempatan sarana donasi harus berhati-

hati terhadap batasan-batasan agar tindakan tersebut tidak termasuk turut serta 

dalam tindak pidana promosi judi online.10 

Kedua, skripsi Ahmadun yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Sanksi Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang ITE (Studi Kasus Endorsment Konten Situs Judi Online Pada Media Sosial 

Instagram”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat library 

research. Hasil dari studi penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana 

endorsement konten situs judi online pada media sosial instagram dalam hukum 

pidana Islam sama dengan perbuatan dengan membagikan foto atau video yang 

memiliki muatan perjudian merupakan perbuatan “mendistribusikan dan membuat 

dapat diaksesnya” konten perjudian sebagaimana disebut dalam unsur pasal 27 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam perbuatan tersebut 

tidak terdapat hukuman jinayah yang ditentukan nash-nya, maka tindak pidana 

tersebut dalam hukum pidana Islam ditentukan dengan hukuman ta’zir dan sanksi 

sesuai ketentuan UU ITE yang berlaku di Indonesia.11  

Ketiga, penelitian pada jurnal yang ditulis Ignasius Yosanda Nono yang 

 
10 Sari Desriwaty, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online 

Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, skripsi tidak 

diterbitkan, Batam: Universitas Putera Batam, 2023. 

11 Ahmadun, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Judi Online Menurut 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Endorsment Konten Situs Judi 

Online Pada Media Sosial Instagram”, skripsi tidak diterbitkan, Semarang: UIN Walisongo 

Semarang, 2020. 
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berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi 

Online”. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis penegakan hukum tentang 

promosi situs judi online serta sanksi pidana terhadap selebgram yang 

mempromosikan situs judi online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

hukum normatif, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum 

untuk mengetahui pengaturan hukum dan sanksi hukum terhadap selebgram yang 

mempromosikan situs judi online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena 

telah melakukan promosi situs judi online.12 

Berdasarkan beberapa sumber penelitian sebelumnya tersebut, menurut 

penyusun belum ditemukan sebuah judul serta fokus penelitian yang sama dengan 

judul penelitian penyusun yaitu Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui 

Media Sosial (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn). Jenis penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

yakni penyusun melakukan penelitian dengan mencari literatur-literatur ilmiah 

maupun putusan yang berkaitan dengan topik bahasan. Pada penelitian ini penyusun 

juga akan menganalisis Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn. 

 
12 Ignasius Yosanda Nono, “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan 

Situs Judi Online”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021. 
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E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoritik sangat diperlukan dalam penelitian ini guna mendukung 

keakuratan dan memudahkan dalam melakukan penelitian. Kerangka teoritik ialah 

landasan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian dengan 

pemaparan teori dan dalil untuk dijadikan pedoman bagi peneliti. Adapun teori yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Hakekat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari 

suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik 

yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan 

terhadap amar atau diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen 

atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi 

dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 

(dua) bagian yaitu Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis. 

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada 

fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang 

ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya 

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-

barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis 

dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan 

doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara 

limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam 
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praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan 

atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa 

sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan 

bendera kebangsaan. 

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, 

kondisi terdakwa dan agama terdakwa.13 Pertimbangan non-yuridis terdapat dua 

kategori yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu aspek filosofis dan aspek 

sosiologis. Aspek filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan 

kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan aspek sosiologis yakni 

mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian 

sebagai sarana menjamin kemanfaatan.14 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 

5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari 

ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan 

rasa keadilan bagi masyarakat.15  

Peran hakim erat kaitannya dengan peran berupa pelaksanaan hak dan 

kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum yakni sebagai agent of 

 
13 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2007), hlm. 212. 

14 Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan (Bandung: CV. Mandar Maju, 

1989), hlm. 6. 

15 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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change untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan law and legal 

reform. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan 

kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, 

mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya.16 Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan 

secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

(UUKK) antara lain: 

a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat 

(1). 

b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi 

segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2). 

c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1). 

d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal 

hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22). 

e. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1).17 

 
16 Aco Nur, Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi 

(Jakarta: Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI, 2015), hlm. 5. 

17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Pertimbangan hakim atau legal reasoning atau ratio decidendi adalah 

bagian dari putusan pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum yang 

dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan 

kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang 

mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai 

pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan 

“Ratio decidendi”.18 

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting untuk 

mewujudkan suatu nilai pada putusan hakim yang mengandung nilai-nilai 

keadilan (ex aequo et bono) serta mengandung sebuah kepastian hukum, dilain 

sisi juga harus mengandung manfaat bagi para pihak-pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim ini harus dihadapi dengan baik, teliti, cermat, 

serta penuh pertimbangan.19 

Putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana merupakan aspek 

penting karena akan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, sehingga 

terdakwa dapat menentukan langkah berikutnya yakni menerima putusan hakim 

tersebut atau melakukan upaya hukum selanjutnya.20 

 
18 Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan", Jurnal Islamadina, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, hlm. 52 

19 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet 9 (Yogyakarta: PT. 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140. 

20 Achmad Rifai’i, Penemuan Hukum dan Statistik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003), hlm. 195. 
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Berdasarkan teori pertimbangan hakim, penyusun akan menganalisis 

Promosi Judi Online Melalui Media Sosial pada Putusan Nomor 

628/Pid.B/2023/PN Smn, apakah putusan hakim tersebut telah atau tidak sesuai 

dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Seseorang yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan 

cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak 

pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah 

melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah 

melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, seseorang harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana.21 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana 

yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-

unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 

terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas 

tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta 

tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana 

yang dilakukannya. Dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 

 
21 Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm. 14. 
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seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya. 

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan 

normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: 

a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari 

perbuatan-perbuatan sendiri. 

b. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan 

dengan ketertiban Masyarakat. 

c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.22 

Asas pertanggungjawaban pidana adalah Geen Strafzonder Schuld 

(tiada pidana tanpa kesalahan).23 Asas ini berhubungan dengan masalah 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Meskipun seseorang telah 

melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan 

dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan 

atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan 

atau tidak. Jadi, di samping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi 

unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan 

lain, untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya 

perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin 

 
22 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Tangerang: Nusantara Persada 

Utama, 2017), hlm. 67. 

23 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Surabaya: AUP, 2014), hlm. 63. 
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yang dapat dicela. Inilah yang di dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada 

pidana tanpa kesalahan.24 

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara 

jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal 

dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun 

kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan 

maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. 

Mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak adanya 

penjelasan lebih lanjut, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli 

hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa 

dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan 

maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk 

memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah 

terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang 

disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal 

pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk 

membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri 

sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka 

seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.25 

 
24 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 79. 

25 Made Widyana, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta, Fikahati Aneska, 2010), hlm. 58. 
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Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus 

mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu 

kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan (opzet) Sesuai teori 

hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan. 

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.  

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. 

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun 

juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu 

delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan 

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian 

yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang 

diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, 

perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang 

menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik 

kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu 

sendiri sudah diancam dengan pidana.26 

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana ini, penyusun akan 

menganalisis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial pada Putusan Nomor 

 
26 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana (Jakarta: 

Bina Aksara, 1993), hlm. 40-49. 
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628/Pid.B/2023/PN Smn, apakah jeratan hukuman yang diberikan kepada 

pelaku promosi judi online telah atau tidak sesuai dengan pertanggungjawaban 

pidana. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data dengan langkah-langkah yang digunakan 

dalam suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal.27 Adapun metode yang akan 

diterapkan dalam skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 

dengan mencari literatur-literatur ilmiah maupun berupa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini. Penelitian 

pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.28 Dalam penelitian 

ini, peneliti mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan pustaka, baik buku maupun berupa peraturan perundang-

undangan terkait promosi judi online melalui media sosial. 

 
27 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian, (Sleman: Literasi Media 

Publishing, 2015), hlm. 99. 

28  Ze Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004) 

hlm. 3 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian pada skripsi ini bersifat deskriptive analitic. Hal ini berarti 

penyusun menjabarkan dan menganalisa seluruh data/atau kondisi 

subjek/objek penelitian untuk memberikan solusi atas permasalahan yang 

ada.29 Pada penelitian promosi judi online melalui media sosial, peneliti akan 

mencari dan mengolah data yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan 

maupun data-data terkait promosi judi online melalui media sosial kemudian 

menganalisis data tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan yuridis-normatif yaitu 

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem 

norma (asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, 

perjanjian, doktrin/ajaran) serta dilakukan terhadap data yang bersifat 

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku 

hukum.30 Pada penelitian ini penyusun menganalisis promosi judi online 

melalui media sosial dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn. 

4. Sumber Data 

 
29 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84. 

30 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34 
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Sumber data penilitian ini adalah sumber data sekunder berarti 

kumpulan data yang penyusun peroleh dari penelitian terdahulu.31 Pada 

penelitian promosi judi online melalui media sosial, data ini ialah penyusun 

memperoleh dan mengumpulkan dari dokumen-dokumen, nash dan literatur 

yang berkaitan dengan promosi judi online melalui media sosial 

5. Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam skripsi ini adalah Teknik 

analisis kualitatif dengan analisis deskriptif. Analitis deskriptif yaitu dengan 

pencarian data untuk menjelaskan objek penelitian secara sistematis. 

Kemudian setelah mendeksripsikan maka akan dianalisis dengan data-data 

yang bersangkutan untuk diambil kesimpulan. Adapun analisis data yang di 

pergunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil 

penelitian disusun secara sistematis disajikan dengan uraian dalam bentuk 

pertanyaan, kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan sebuah penjelasan ringkas yang 

menggambarkan bagaimana kemudian penelitian ini akan disajikan ke dalam bab-

bab selanjutnya. Sistematika pembahasan yang penyusun gunakan dalam 

penelitian ini  akan dituangkan ke dalam 5 (lima) Bab. 

Bab Pertama yakni pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, 

 
31 Ibid., hlm 68. 
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rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua membahas landasan teori. Bab ini membahas dan menjabarkan 

tinjauan pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam perjudian. 

Dalam bab ini akan menjabarkan tinjauan pertimbangan hakim, tinjauan 

pertanggungjawaban pidana dan tinjauan perjudian. 

Bab Ketiga membahas gambaran umum terkait objek penelitian. Bab ini 

menjelaskan terkait promosi judi online melalui media sosial berdasarkan putusan 

Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn. 

Bab Keempat merupakan analisis yuridis mengenai objek permasalahan 

berdasarkan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau bedah. Pada bab ini akan 

menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 

628/Pid.B/2023/PN Smn dan pertanggungjawaban pidana promosi judi online 

melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn. 

Bab Kelima yakni penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang ditujukan untuk 

permasalahan serupa dan/atau pihak terkait.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Amar Putusan Hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan 

Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn terdapat perbedaan dalam 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa. JPU menuntut pidana penjara selama 

2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, 

dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) 

bulan kurungan.  Sedangkan Amar Putusan Hakim menjatuhkan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda 

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana 

kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi telah berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan serta 

kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil. Hal ini juga agar pelaku 

pidana jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, sehingga penegakan 

hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud. 

2. Tuntutan dan amar putusan pada Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn, 

menyatakan EAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 jo 

pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
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Transaksi Elektronik. Hal ini juga didasarkan pada teori 

pertanggungjawaban pidana yang tidak cukup dengan dilakukannya 

perbuatan pidana saja, akan tetapi harus ada kesalahan. 

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian online pada putusan 

tersebut secara hukum memenuhi syarat yaitu ada pelaku tindak pidana, ada 

perbuatan, ada kesalahan, mampu bertanggung jawab dan bersifat melawan 

hukum. Karenanya amar putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 1 

(satu) bulan telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana. 

B. Saran 

Penyusun memiliki kritik dan saran penelitian ini sebagai berikut: 

1. Aktivitas promosi situs judi online merupakan salah satu bentuk patologi 

sosial (penyakit sosial). Promosi situs judi online akan menggiring 

masyarakat untuk mencoba dan melakukan perjudian yang mana hal 

tersebut menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma 

sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. 

2. Kepada masyarakat, diharapkan memliki kesadaran terhadap bahaya yang 

terjadi ketika melakukan promosi maupun perjudian online. 

3. Kepada aparat penegak hukum, diperlukan keseriusan dalam bentuk 

pencegahan terjadinya pelanggaran promosi maupun perjudian online 



86 

  

dengan bekerjasama dengan ahli informatika (team IT) atau Kementerian 

Kominfo untuk memblokir situs perjudian online. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, hendaknya terus meneliti terkait perjudian 

online dalam berbagai aspek, sebagai bentuk edukasi pencegahan teruntuk 

kalangan kampus maupun masyarakat. 
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